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BAB 

1  
A. Periode I UUD NRI 1945 

Beberapa sejarawan dan pakar hukum menilai 

bahwa sejumlah peristiwa besar pada tahun 1945 hingga 

1959 berpengaruh terhadap fondasi dan bangunan hukum 

Indonesia. Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia tak 

terlepas dari Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, 

lahirnya UUD 1945, lahirnya Konstitusi RIS 1949, Dekrit 

Presiden 5 Juli 1959, serta bergantinya sistem 

pemerintahan dalam konstitusi. Proklamasi Kemerdekaan 

17 Agustus 1945 memuat tiga makna sekaligus, yaitu 

kedaulatan bangsa, pernyataan kemerdekaan, serta upaya 

mengangkat martabat bangsa.  

Lahirnya UUD 1945 memuat sejumlah fakta historis 

yaitu dikemukakannya gagasan tentang dasar negara, 

pembentukan Rancangan Undang-Undang Dasar serta 

Penetapan UUD 1945. Lahirnya Konstitusi RIS 1949 

mencakup dua peristiwa bersejarah, yaitu Perundingan 

Linggajati yang memunculkan beragam penafsiran 

tentang kedaulatan Indonesia-Belanda serta Konferensi 

Meja Bundar (KMB) yang menghasilkan pembentukan 

Negara Republik Indonesia Serikat. Dekrit Presiden 5 Juli 

1959 yang berisi tentang pembubaran Konstituante, 

pemberlakuan kembali UUD 1945, serta pembentukan 

MPR. Bergantinya sistem pemerintahan yang digariskan 

PERIODISASI SISTEM 

PEMERINTAH 

INDONESIA 
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2  
 

A. Sejarah Perkembangan Otonomi Daerah 
Otonomi daerah merupakan hak, wewenang,dan 

kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus 

ekonomi rumah tangganya sendiri sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan nomor 22 tahun 1999. 

Dari penegertiam tersebut tampak bahwa daerah di beri 

hak otonom oleh pemerintah pusat untuk mengatur dan 

mengurus kepentingna sendiri.Dalam hal ini hak dan 

wewenang yang diberikan terutama mngeola kekayaan 

alam dan ekonomi rumah tangganya sendiri Implementasi 

otonomi daerah telah memasuki era baru setelah 

pemerintah dan DPR sepakat unuk mengesahkan 

Undang-Undang nomer 32 tahun 2004, tentang 

pemerintahan daerah dan Undang-Undang nomer 33 

tahun 2004, tentang perimbangan keuangan antara 

pemerintah pusat dan daerah. 

Sejalan dengan di berlakukanya undang-undang 

otonomi tersebut memberikan kewenangan 

penyelenggaraan pemerintah daerah yang lebih luas, 

nyata,dan bertanggung jawab. Adanya perimbangan tugas 

fungsi dan peran antar pemerintah pusat dan pemerintah 

daerah tersebut menyebabkan masing-masing daerah 

harus memiliki penghasilan yang cukup, daerah harus 

memiliki sumber pembiayaan yang memadai untuk 

SEJARAH OTONOMI 

DAERAH DI 

INDONESIA 
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BAB 

3  
 

A. Desentralisasi Fiskal Dan Otonomi Daerah Di Indonesia 

Pemberian otonomi daerah pada dasarnya 

merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam rangka 

mengelola pembangunan di daerahnya, kreativitas, 

inovasi dan kemandirian diharapkan akan dimiliki oleh 

setiap daerah, sehingga dapat mengurangi tingkat 

ketergantungannya pada Pemerintah Pusat. Dan yang 

lebih penting adalah bahwa dengan adanya otonomi 

daerah, kualitas pelayanan yang dilakukan oleh 

pemerintah kepada masyarakatnya akan meningkat, baik 

pelayanan yang sifatnya langsung diberikan kepada 

masyarakat maupun pelayanan yang tidak langsung 

diberikan, seperti pembuatan fasilitas- fasilitas umum dan 

fasilitas sosial lainnya. Dengan kata lain penyediaan 

barang-barang publik (public goods) dan pelayanan publik 

(service goods) dapat lebih terjamin.43 

Pemberian otonomi daerah diharapkan dapat 

meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas 

sektor publik di Indonesia. Dengan otonomi daerah, 

 

43  6XQ·DQ�� 0XDPPLO��� 	� 6HQXN�� $EGXUUDKPDQ�� �������� Ekonomi 
Pembangunan Daerah. Jakarta : Mitra Wacana Media. 
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A. Perkembangan Teori Negara Hukum 

Pemikiran mengenai pembatasan kekuasaan sudah 

ada sejak lama. Salah satu pemikiran awal mengenai 

pembatasan kekuasaan negara ialah plato yang 

menuangkan pendapatnya tersebut dalam buku politea 

(negara), politikos (ahli negara), dan nomoi (undang-

undang).60 Pada buku nomoi yang merupakan kelanjutan 

dari pemikiran politea dan politikos, plato menekankan 

bahwa hendaknya penyelenggaraan negara diatur oleh 

hukum.61 

,VWLODK� ´QHJDUD� KXNXPµ� WHUGLUL� GDUL� GXD� NDWD�\DLWX�

´QHJDUDµ�GDQ�´KXNXPµ�NDWD�´QHJDUDµ�berasal dari bahasa 

sansekerta dan mulai terpakai sejak abad ke-5 dalam 

ketatanegaraan indonesia. Awal mulanya, kata tersebut 

digunakan untuk menamai negara taruma (taruma 

negara) dibawah kepala negara purnawarman di jawa 

barat.62 

  

 

60  Von Schmid, J.J., 1980, Ahli-ahli pikir besar tentang negara dan hukum, P.T. 

pembangunan, jakarta, hlm.10 
61  Sobrin Malian, 2001, gagasan perlunya konstitusi baru pengganti UUD 

1945, UII press, yogyakarta, hlm.25 
62   Didi Nazmi Yunas, 1992, konsepsi negara hukum, angkasa raya, padang, 

hlm 18 
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5 

A. Oligarki Dalam Demokrasi Indonesia 
Oligarki adalah merupakan sistem politik dimana 

pihak yang memerintah terdiri atas sejumlah orang atau 

sekelompok orang (kelompok elit). Sekelompok elit 

tersebut dalam menjalankan pemerintahan selalu 

menggunakan segala cara agar rakyat dapat dikendalikan 

dan dikuasainya. Sistem ini disebut juga pemerintahan 

dari atas yakni Negara dijadikan alat untuk mencapai 

tujuan kelompok elit, sehingga tujuan yang menyangkut 

kesejahteraan rakyat, keadilan, dan kemerdekaan 

perorangan biasanya tidak dapat (sulit).85 

Mengenal Siklus Polybius, yaitu siklus bentuk 

pemerintahan dikembangkan oleh filsuf yang bernama 

Polybius, sejalan dengan pendapat Aristoteles, Polybius 

berpendapat bahwa pemerintahan Negara umumnya 

diawali dengan bentuk MONARKI, dimana seorang 

raja/ratu memerintah sebagai penguasa tunggal demi 

kesejahteraan rakyatnya. Namun demikian bentuk 

pemerintahan semacam ini lama kelamaan akan merosot 

menjadi TIRANI    ketika raja yang bersangkutan atau raja-

raja keturunannya, tidak lagi memikirkan  kepentingan 

 

85  Koho, I. R. (2021). Oligarki Dalam Demokrasi Indonesia. Lensa, 15(1), 60-

73. 
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A. Evolusi Oligarki Indonesia 

Evolusi ragam oligarki sebenarnya sudah terjadi 

setidaknya sejak era tahun 1980-an, yang ditandai dengan 

mulai menguatnya kelompok-kelompok konglomerat 

pribumi yang memegang jabatan penting di Partai Golkar 

sebagai partai penguasa Orde Baru, di tingkat nasional dan 

daerah. Kemunculan mereka dan tapak yang kuat di Partai 

Golkar menjadi penyeimbang terhadap kekuasaan 

konglomerat Tionghoa di bidang ekonomi. Pola 

´6XOWDQLVWLF��2OLJDUFK\µ di bawah kepemimpinan Soeharto 

meredam riak di antara kedua kelompok ini. Pasca 

jatuhnya Soeharto, para konglomerat ini mengatur ulang 

posisi kekuatan mereka melalui difusi Partai Golkar ke 

dalam berbagai partai politik baru yang mereka bentuk 

dan kendalikan, maupun beralih ke Partai PDIP. 

Berlangsungnya era otonomi daerah sejak tahun 

2001 memberikan ruang kuasa yang lebih teritorial kepada 

para oligarki, terutama dengan bermunculannya pemain-

pemain lokal yang mengkapling kekuasaan berbasis 

wilayah dengan memanfaatkan sentimen primordial 

maupun konservatisme. Para oligarki lokal dan nasional 

ini memainkan peran penting di dalam pembentukan 

rezim penguasa melalui peran sebagai bohir atau 

OLIGARKI DALAM 

DEMOKRASI 

INDONESIA 
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A. Konsep Pertahanan Kekayaan (Wealth Defense) 

Membahas mengenai oligark maupun oligarki tentu 

tidak terlepas dari kaitannya dengan kepemilikan 

sumberdaya kekayaan yang dimiliki oleh seseorang 

maupun kelompok serta upaya untuk 

mempertahankannya. Bahkan Winters, pun mengatakan 

dalam bukunya bahwa keterlibatan Oligark dalam 

perpolitikan tentu bukan lain jika tidak untuk 

mempertahankan kekayaan yang dimilikinya. Hal 

tersebut tentunya didukung oleh alasan bahwa 

kepemilikan atas sumber daya material merupakan 

sesuatu yang bersifat eksklusif bagi kalangan tertentu.  

Sehingga memiliki konsekuensi terhadap ancaman 

dari pihak luar. Adanya klaim kepemilikan dan juga 

kesenjangan lah yang kemudian mendorong bahwa perlu 

adanya kepastian untuk menegaskan hak yang dimiliki 

para pemilik sumber daya kekuasaan material tersebut 

untuk mempertahankan eksistensi kekayaannya. Sehingga 

cakupan pertahanan kekayaan oleh seorang oligark 

meliputi tantangan dan juga kemampuan tertentu yang 

tak dimiliki kaum minoritas lain dalam bentuk dominasi 

atau keistimewaan lainnya. 

Bentuk pertahanan kekayaan yang dilakukan para 

oligark pun dapat berupa pertahanan harta dan 

KEKUASAAN OLIGARKI 

DALAM PESTA DEMOKRASI 

INDONEISIA 
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